PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMCR 7 TAHUN 1961
TENTANG
PENG R VAN ANTAR UANG KAS NEGARA

Presi den Republ i k | ndonesi a,

Meni nbang :

bahwa "Regl enent op het verzenden van gel den van en naar's Lands al genene
kassen", sebagai nana di maksud dal am G ver nenentsbesluit tanggal 2 Pebruari
1909 Normor 18 (Bijjblad of her Staatsbled Nonor 6947) ternyata dal am
prakt eknya tidak dapat |agi dijal ankan sel uruhnya ber hubung dengan besar nya
jum ah kirinan-kirinman uang, dan oleh karena itu perlu dicabut dan diganti
dengan per at uran bar u;

Mengi ngat
1. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nonor 10 Prp. 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 Noror

31);
Mendengar
Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;
MEMUTUSKAN :
Pertama :

Mencabut ouvernenentsbesluit tanggal 2 Pebruari 1909 Nonor 18 tentang
"Regl enent op het vernenden van gel den van en naar's Lands al genene kassen"
(B jblad op her Saatsblad Nonmor 6947) sebagai nana telah diubah dan
di t anbah.

Kedua :
Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENG R VAN UANG ANTAR KAS NEGARA

Pasal 1

Yang di naksud dengan "Kas Negara' dal am peraturan ini ialah Kantor-kantor
Kas Negara, Kantor-kantor Kas Negara Penbantu di | ndonesia dan Kantor Pusat
Pengiri man Uang di Jakarta.

Pasal 2
Pengi ri man uang | ogam

(1) Utuk pengirinman uang |ogam dari sesuatu Kas Negara ke Kas Negara
| ai n di pergunakan Kant ong- kant ong uang.

(2) Tiap kantong-uang berisikan paling banyak 1000 (seribu) buah uang
| ogamdari satu jenis.

Pasal 3
(1) Kantong uang yang tersebut dalam pasal 2 terbuat dari kain dengan

j ahi tannya pada sebel ah dal am
(2) Kantong uang itu harus dalam keadaan baik, tidak koyak, tidak
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bertanbal an atau tidak terjahit karena koyak.

Kant ong uang ditutup dengan nenpergunakan seutas tali yang kuat, atau
tali kawat kecil yang tidak bersanbungan, tali nana ujungnnya yang
l ebi h dahulu ditusukkan dalam kain kantong, diikatkan kuat-kuat.
Pengi kat an tersebut dil akukan di bagi an, ujung kant ong.

Pada kedua ujung daripada tali tersebut diatas dipasang kertas | abel
dan kenudi an di segel dengan nenpergunakan tinah plonbir atau dengan
| ak diatas secarik kertas tebal (karton).

Set el ah pekerj aan- pekerjaan tersebut selesai dilakukan, naka dengan
nenper gunakan al at peni nbang, berat nya kant ong uang dit et apkan.

Pada kertas |abel disebutkan jenis uang | ogam dal am kantong, harga
nomnal dan pul a berat nya sebagai nana tersebut dal amayat (5).

Ket ent uan- ket ent uan tersebut pada ayat-ayat (1) sanpai dengan berl| aku
bagi kantong-kantong berisi uang yang dal am keadaan tersegel dan
tidak bercatat dan yang berasal dari percetakan uang.

Pasal 4
Pengepakan Kant ong- kant ong berisi uang | ogam

Kant ong-kantong berisi uang |ogam sebelum pengirinan dil akukan
di masukkan dal amtong-tong besi .

Tiap tong besi sedapat - dapat nya diisi dengan satu jeni s uang | ogam
Tong besi ditutup secara kuat dengan nenpergunakan tutup besi dan
seker up- seker up yang ber sangkut an.

Kenudi an tong besi disegel dengan nenpergunakan tinmah plonbir atau
dengan | ak diatas secarik kertas tebal (karton). Penyegel an tersebut
di | akukan pada kedua ujung dari pada seutas tali kawat kecil yang
tidak bersanbungan, dan yang terlebih dahulu dinasukkan kedal am
| obang-1 obang pada semua sekerup. Sebelum tinah plonbir tersebut
di pasang, naka pada kedua ujung tali kawat itu di gantungkan kertas
| abel .

Setel ah segal a sesuatu sel esai dil akukan, maka dengan nenper gunakan
alat peninbangan, berat tong besi ditetapkan dan disebutkan pada
kertas | abel dan pada paktur yang tersebut dal ampasal 7.

Selain daripada itu kertas |abel disebutkan pula al amat Kas Negara
penerina, cap dinas Kas Negera pengirim nonor urut daripada tong-
tong besi, isi dan harga uang dal amtong besi dan tanggal pengiri nan.
Dal am hal uang Logam yang harus dikirim terdiri dari jumah yang
tidak besar, naka pengirinman dapat dilakukan dengan perantaraan pos
sedang kantong uang dapat dipak dalam kantong terpal sebagai nana
tersebut dal ampasal 5.

Segal a pekerjaan yang ternmaksud dalam pasal ini dilakukan dengan
di saksikan oleh 2 (dua) pegawai Kas Negara yang bersangkutan, atau
jika keadaan pegawai dikantor itu tidak nengizinkan, oleh 2 (dua)
anggota panitia yang di angkat ol eh Kepal a Kantor Pengawas Kas Negara
yang ber sangkut an.

Sebagai  bukti, bahwa segala sesuatu telah dijalankan dengan
di saksi kan ol en kedua orang tersebut diatas, naka nereka diwajibkan
nenanda- t angani keterangan sebagai nana tersebut dalam paktur
pengi ri man uang.

Pasal 5
Pengi ri man uang kertas
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Sebel um pengiriman di | akukan, maka pada tiap kunpul an uang kertas
dari 1000 lenbar (atau kurang), dengan nenpergunakan kertas kuat
di pasang ban kertas pal ang atau di bungkus dan kenudi an diikat secara
i katan pal ang dengan tali yang kuat.

Pengi katan secara ikatan palang dengan tali yang kuat tersebut
dil akukan pula terhadap uang kertas yang ada dal am bungkusan-
bungkusan atau pak-pakan asli (berasal dari percetakan uang) yang
akan di ki ri nkan.

Beratnya tiap kunpulan uang kertas tersebut ditetapkan dan dicatat
pada ban kertas pal ang atau kertas bungkusan yang ber sangkut an.
Pengepakan di | akukan dal am kant ong-kantong besar dari terpal (atau
bahan lain yang kuat). Kantong-kantong itu dipergunakan dengan
j ahi tannya di sebel ah dal am

Kant ong- kant ong tersebut harus dal am keadaan bai k, tidak koyak tidak
bertanbal an dan tidak terjahit karena koyak.

Penutupan kantong terpal dilakukan dengan nengikat kantong itu
di bagi an ujung dengan tali, tanbang, kawat kecil, atau al at pengi kat
lain yang kuat dan tidak bersanbungan, pada bahan pengi kat nana
di pasang kertas | abel dan kenudi an di segel dengan nenper gunakan ti nah
plonbir atau | ak diatas secarik kertas tebal (karton).

Cal am hal kantong terpal tidak berisi dengan penuh, naka tepat diatas
isi kantong di adakan |agi dengan nenpergunakan bahan-bahan pengi kat
sebagai nana tersebut diatas, bahan- bahan pengi kat nana harus di segel
pul a

Setel ah pekerjaan tersebut diatas selesai dilakukan, mnaka dengan
nenper gunakan al at peni nbang beratnya kantong terpal ditetapkan. dan
di sebut kan pada kertas | abel dan pada paktur yang ber sangkut an.

Kertas |abel tersebut harus berukuran sedemkian rupa hingga pada
hal aman muka dan hal anan bel akang ada cukup tenpat untuk nenyebut kan
nonor urut, berat, jenis dan harga nomnal, alat Kas Negara peneri na,
teraan cap dinas Kas Negara pengirim tanggal pengiriman dan (jika
pengiriman dilakukan dengan perantaraan Kantorpos)juntah yang
di pert anggungkan dan per angko- per angko.

Dal am hal pengirinan dilakukan dengan perantaraan Kantor pos, naka
berat dari tiap kantong tidak nelebihi 10 kilogram sedang jun ah
uang dal amkantong tidak bol eh | ebi h dari Rp. 100. 000, -.

Jumtah yang dipertanggungkan ditetapkan nenurut peraturan Jawatan
P.T.T. yang berl aku.

Jika pengiriman uang kertas dil akukan dengan kereta api, kapal -kapal
terbang atau truk, naka pengepakan dapat dil akukan dal am tong-tong
besi sebagai tersebut dal am pasal 4 atau dal am peti-peti asli (yang
berasal dari percetakan) sebagai nana peti-peti itu diterina.

Dal am hal uang yang harus dikirinkan hanya terdiri dari beberapa ribu
| enbar uang kertas, nmaka pengirinan dapat dilakukan sebagai paket pos
atau sebagai surat tercatat. Whtuk keperluan itu, naka uang tersebut
terl ebi h dahul u di bungkus dengan kai n yang kuat, dijahit dan kenudi an
di bungkus dengan kertas penbungkus.

Set el ah bungkusan itu, dengan nenpergunakan tali yang kuat dan tidak
bersanbung, diikat secara ikatan palang, naka dengan nenper gunakan
| ak bungkusan tersebut disegel sesuai dengan peraturan-peraturan Pos
yang ber| aku dan kenudi an dit et apkan ber at nya.

Isi dari tiap bungkusan sebanyak-banyaknya adal ah Rp. 50. 000, - sedang
j um ah yang di pertanggungkan adal ah Rp. 5. 000, -

Unt uk pengepakan uang kertas sebagai tersebut dal ampasal ini berlaku
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ket et apan- ket et apan yang ditetapkan dal am pasal 4 ayat (7) dan ayat

(8).

Kepal a Kas Negara yang nel akukan pengirinan uang kertas diwgjibkan
nenjaga agar supaya jangan sanpai ada uang palsu atau rusak
di nasukkan dal am kant ong- kantong seperti yang di naksud dal amayat (3)
Lang yang oleh Kepala Kas Negara pengirim terdapat pal su segera
di serahkan kepada fihak Polisi guna peneriksaan |ebih | anjut.

Pasal 6
Pencat at an noror - nomor uang kert as

Jika dalam kiriman uang terdapat uang kertas Rp. 100, - keatas naka
nonor - nonor uang kertas tersebut, sebelum pengirinman dilakukan,
di catat pada paktur pengirinan uang atau pada suatu daftar nonor yang
di | anpi rkan pada paktur tersebut.

Yang di naksudkan dengan nonor-nonor tersebut adalah 3 (tiga nonor
uang kertas dari tiap kunpul an uang sebagai nana ternaksud dal am pasal
5 ayat (1).

Kiriman uang kertas tidak boleh terdiri nelulu uang dari uang dan Rp.
50, - kebawah. Dal am hal demkian itu, nmaka pada kirinan uang harus
di tanbahkan 3 (tiga) |enbar uang kertas dari Rp. 100,- yang nonor-
nonor di catat pada paktur pengirinman uang.

Pasal 7
Penbi ki nan paktur dan daftar penguji pengirinman uang

Untuk tiap pengirinan uang ol eh Kas Negara pengirinman di buat paktur
pengi riman uang sebanyak 3 (tiga) lenbar, nenurut contoh yang
terlanpir (KK 36).

Lenbar asli dari paktur tersebut ol eh Kas Negara pengiri mdilanpirkan
pada pertanggungan jawab harian sebagai bukti pengel uaran, |enbar ke
Il dengan Perantaraan Kantorpos dikirim |angsung kepada kas Negara
Peneri na uang, sedang |enbar ke Il ditahan ol eh Kas Negara pengirim
sebagai dasar.

Jika untuk penyegelan tong-tong besi atau kantong-kantong terpal
di pergunakan tinbah plonbir, naka pada paktur lenbar ke |II
di gantungkan satu tinmah plonbir dengan pakai teraan tang pl onbir
ber sangkut an, sedang dal am hal penyegel an dil akukan dengan cap | ak,
nmaka pada paktur itu di bubuhi satu cap | ak yang ser upa.

Untuk pengiriman uang yang dilakukan dengan perantaraan dan atas
tanggung jawab pi hak-pi hak pengangkut, msal nya Pel ajaran Nasi onal
I ndonesia, Garuda Indonesia A rways dan sebagai nya, dibuat paktur
pengiriman uang rangkap 4 (enpat). (5)Lenbar asli dari paktur
tersebut di sanpai kan kepada fihak pengangkut, lenbar ke 11 dikirim
dengan perantaraan Kantorpos |angsung kepada Kas Negara penerina
kKiriman uang, lenbar ke Ill, oleh fihak pengangkut harus ditanda-
t angani sebagai penerimaan kirinman uang, dil anpirkan  pada
pertanggungan jawab harian sebagai bukti pengel uaran, sedang | enbar
ke IV ditahan di Kas Negara sebagai dasar.

Jika untuk nel aksanakan pengirinman uang, selain fihak pengangkutan
seperti yang tersebut dalam ayat (4), diperlukan perantaraan fihak-
fihak pengakut |ain, naka pada |enbar asli paktur dilanpirkan sekian
banyak salinan sesuai dengan banyak pengangkut-pengangkut lain itu.



Apa yang tersebut dalamayat (3) berlaku pula untuk |enbar ke I, ke
Il dan salinan-salinan paktur.

(7) Selain daripada paktur tersebut diatas, untuk tiap pengirinan uang
ol eh Kas Negara pengirinman di buat daftar penguji kirinan uang nenur ut
contoh terlanpir (KK 40).

(8 Daftar tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) nenurut ketetapan sebali
tersebut dal amayat (10) dan ayat (11).

(9) Senmua lenbar daftar penguji ol eh Kas Negara pengirinan dilanpirkan
pada pertanggungan jawab harian yang dikirim kepada Kantor Pengawas
kas Negar a.

(10) Setelah daftar penguji diperiksa dan ol eh Kepal a Kantor Pengawas Kas
Negara ditandatangani sebagai persetujuan, naka ol ehnya dilakukan
pengi ri man- pengi ri nan sebagai beri kut :

a. Satu lenbar kepada Kantor Pengawas Kas Negara dal am w | ayah
mana nasuk Kas Negara peneri ng;

b. Satu lenbar kepada Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara
Jakart a;

C. Satu lenbar ditahan untuk di pergunakan  sebagai al at
pener i ksaan.

(11) Dalam hal pengirinman uang yang di sel enggarakan dal am w | ayah Kant or
Pengawas Kas Negara sendiri, pengirinman daftar penguji tersebut pada
huruf a tidak perlu dil akukan.

Pasal 8
Penber i t ahuan pengi ri nran uang dengan kode

Tiap pengiriman uang, ternasuk juga pengirinman uang yang ternaksud dal am
pasal 16, ol eh Kas Negara pengirinan di beritahukan dengan kawat kepada Kas
Negar a peneri na dengan nenper gunakan kode.

Pasal 9
Kewaj i ban dan tanggung j awab fi hak-fi hak
pengangkut

(1) PR hak Pengangkut yang tersebut dalam pasal 7 ayat (4), nenbubuhkan
ket erangan pada paktur lenbar ke | dan ke Ill bahwa segel -segel dan
tali-tali masih lengkap atau tidak putus dan sebagai mana tersebut
pada paktur dan pada kertas-kertas | abel yang ber sangkut an.

(2) Jika nenurut pendapat pihak pengangkut, penyegelan tong- tong besi
dan sebagai nya di pandang tidak cukup, atau keadaan tong-tong besi dan
sebagai nya telah sebagainana nestinya, ataupun berat-berat yang
di sebutkan pada paktur dan pada kertas-kertas label tidak sesuai
dengan berat-berat tong-tong besi dan sebagai nya yang sebenarnya,
naka fihak Pengangkut dapat nengaj ukan keber atan-keberatan kepada
pengirim dan, jika pengirimini nenandang bahwa keber at an- keber at an
itu tidak beral asan, nenyebut kan keber angkat an- keber angkatan itu pada
paktur lenbar ke | dan | enbar ke I11.

(3) Pihak pengangkut berkwajiban nenyel enggarakan Pengangkutan Kirinman
uang yang diterima ol ehnya sanpai pada tenpat kedudukan al anat nya,
atau sanpai pada tenpat kedudukan pengangkut - pengakut | ai nnya, sedang
tong-tong besi dan sebagai nya yang bersangkutan harus tetap dal am
keadaan dan dengan berat-berat yang sana seperti pada waktu
pener i naan.

(4) Dalam hal, sebagai nana di maksud dal am pasal 7 ayat (6), diperlukan
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lebih dari satu pihak Pengangkut, maka tiap pengangkut |ain harus
nenanda tangani |enbar asli dan satu | enbar salinan paktur, (salinan
paktur ini diperuntukkan pengangkut yang terdahulu), yaitu sebagai
penerina tong-tong besi dan sebagai nya yang harus dal am keadaan ti dak
bercacat dan dengan berat-berat nenurut paktur dan nenurut kertas-
kertas | abel .

Jika tong-tong besi dan sebagai nya, begitupun segel -segel dan atau
tali-tali, pada tenpat dituju terdapat dal am keadaan rusak, tidak
| engkap atau putus, ataupun berat tong-tong besi dan sebagai nya itu
terdapat lain dari pada semula, dan karena itu dalam kirinan uang
terdapat kekurangan- kekurangan uang, naka pengangkut yang diwaktu
terj adi ker usakan at au per ubahan ber at yang t er naksud,
nenyel enggarakan  Pengangkutan  di haruskan nenggant i kekur angan-
kekurangan it u.

Pasal 10
penyel enggar ann pengangkut an

Ji ka dal am peri ntah unt uk nel akukan pengiri man uang tidak di cant unkan
petunj uk-petunjuk tentang cara pengakutan vyang tertentu naka
pengi ri man uang dil akukan dengan cara yang praktis, murah dan anan
Dalam pada itu sedapat nungkin harus dipergunakan al at-al at
pengangkut an yang di sel enggar akan ol eh Peneri nt ah.

Pengangkut an uang di darat, atau dengan perahu-perahu kecil, dilakukan
dengan pengawal an polisi atau mliter.

Pasal 11
Per ubahan al amat dan pengi ri nan
terus kirinman uang

Jika ada perubahan alanat, sebelum sesuatu kirinan uang sanpai
alamatnya yang semula, naka fihak pengangkut yang Dbersangkut an,
setel ah ia nenerina berita tentang perubahan al anat itu, nencatat hal
itu pada | enbar asli (dan salinan) paktur.

Kepala Kas Negara, kepada siapa kiriman wuang itu nula-mula
di al amatkan, nengirinkan terus lenbar ke |l paktur yang telah
diterina ol ehnya kepada al amat yang baru, setelah tentang perubahan
al anat yang ternaksud di cabut pada paktur itu.

Calam hal kirinman uang yang ternmaksud dal am ayat (1) sudah sanpai
pada al amat nya yang senul a, nmaka Kepal a Kas Negara yang ber sangkut an
nener uskan kirinan uang tersebut secepat nungkin kepada al anat yang
baru dan nenberitahukan hal itu kepada Kas Negara pengirim

Pasal 12
Pengi ri man uang dengan per ant ar aan
Kas Negara lain

Ji ka sesuatu pengirinan uang yang tidak dilakukan dengan perant araan
Kant orpos, berhubung dengan hal-hal yang tertentu nengenai soal
Pengangkut an tidak dapat dilakukan dengan | angsung ke Kas Negara yang
tertentu, naka pengirinan dapat dil aksanakan dengan perantaraan Kas
Negara | ain.

Dal am hal demkian itu Kas Negara pengirim sel ai nnya | enbar-| enbar
paktur yang tersebut dalam pasal 7, nenbuat satu |enbar tanbahan
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unt uk keperluan Kas Negara perantara tersebut.

Pengi ri man dengan perantaraan Kas Negara |ain sebagai nana termaksud
diatas dinyatakan pada paktur yang bersangkutan dan pada sebutan
al anat pada kertas-kertas Label .

Kas Negara perantara neneruskan Kkiriman wuang yang bersangkutan
secepat nungki n kepada al anatnya dan nenberitahukan hal itu kepada
Kas Negara pengirim

Pasal 13
Peneri maan ki ri nan uang

Jika sesuatu kirinman uang sudah sanpai pada tenpat kedudukan al amat
yang bersangkutan, maka Kepal a Kas Negara yang berkepenti ngan atau
ol eh 2 (dua) orang pegawai |ainnya, atau ol eh 2 (dua) anggota panitya
yang tersebut dalam pasal 4 ayat (7), pergi Kketenpat penerinaan
ki ri man bagai annya) untuk nenerina kirinman uang yang bersangkutan. |a
nenyel i di ki dengan teliti keadaan tong-tong besi atau kantong- kantong
terpal. Jika diantaranya terdapat tong-tong dan sebagainya yang
bercacat, segel-segel dan/atau tali-tali yang rusak atau putus atau
yang beratnya tidak sesuai dengan berat nenurut paktur dan | abel,
naka ia nenbuat berita-acara tentang keadaan kiriman uang dengan
nenper gunakan contoh yang terlanmpir (KK 33). Berita-acara tersebut
harus juga ditandatangani ol eh fihak pengangkut yang bersangkut an.
Jika fihak tersebut keberatan untuk nenanda-tangani nya, nmaka hal itu
ol en Kepal a Kas Negara di nyat akan pada berita acara.

Berita-acara tentang keadaan kiriman uang tersebut dal am ayat (1)
dibuat rangkap 4 (enpat) atau 5 (lina) nenurut Kketentuan-ketentuan
sebagai nana tersebut dal amayat-ayat (3) dan (4).

Lenbar -l enbar berita-acara tersebut dikirinkan kepada Kepal a Kantor
Pengawas Kas Negara yang, setelah nmenanda tangani |enbar-lenbar itu

sebagai "nenget ahui ", nel akukan  pengiri nan-pengiriman  sebagai
beri kut :
a. 1 lenbar kepada kas Negara pengirim dengan perantaraan kantor

Pengawas Kas Negara tersebut pada huruf b;
b. 1 lenbar kepada Kantor Pengawas Kas Negara dal am |ingkungan
nana ternmasuk Kas Negara pengirim
C. 1 | enbar kepada Departenen Keuangan Jawat an Perbendaharaan dan
Kas Negara di Jakart a;
d. 1 I enbar Kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
e. 1 |l enbar ditahan.
Pengirinman | enbar berita-acara tersebut pada huruf b ditiadakan jika
Kas Negara pengirimternmasuk dal amw | ayah Kantor Pengawas Kas Negara
sendiri.
Dal am hal kiriman uang diterina dengan perantaraan Pos, naka, jika
diantara kantong-kantong terpal atau paket-paket sebagai nana
ternmaksud dalam pasal 5 ayat (10) terdapat kantong-kantong atau
paket - paket yang rusak, maka peni nbangan, penbukaan dan penghi t ungan
i si kantong- kantong dan sebagai nya ini dilakukan di Kantorpos dengan
di saksi kan ol en Kepal a Kantor itu.
Satu lenbar tanbahan daripada berita-acara seperti yang tersebut
dal am (1) dikirnkan kepada Kepal a Kant or pos tersebut.
Pengangkut an uang dari tenpat penerimaan sebagai nana tersebut dal am
ayat (1) ke Kas Negara dilakukan dengan pengawal an polisi atau
mliter.
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Pasal 14
Penyel i di kan dan penghi t ungan
isi kiriman uang

Sesudah sesuatu kiriman uang diterina di Kas Negara, naka pada saat
itu juga harus dikirim dengan perantaraan Pos kepada Kas Negara
pengi rim setel ah tanda peneri naan nenurut contoh terlanpir. Tindasan
tanda penerimaan itu dikirinkan kepada :

a. Kantor Pengawas Kas Negara, dalam wlayah nana termasuk Kas
Negar a penerina kirinman uang.
b. Kantor Pengawas Kas Negara, dalam wlayah nmana termasuk Kas

Negara penerina Kkiriman uang. Dalam hal sesuatu kirinan uang
olenh pegawai pada Kas Negara pengirim diantarkan Kketenpat
kedudukan Kas Negara penerina, naka kepada pengantar yang
bersangkutan disanpai kan juga sehel ai tanda penerinaan
t er sebut .
Penyel i di kan dan penghitungan isi Kkiriman uang tersebut harus
di | akukan secepat - cepat nya ol eh Kepal a Kas Negara, atau pegawai yang
di tunj uk ol ehnya, dengan di persaksi kan ol eh Kedua orang seperti yang
tersebut dalam pasal 4 ayat (7). Dalam pada itu harus dijaga, agar
jangan sanpai ada pencurian-pencurian uang, atau penukar an- penukaran
uang pal su atau rusak.
Tong-tong besi atau kantong-kantong terpal harus dibuka satu dem
satu, setelah diperiksa terlebih dahulu keadaannya (teraan cap
pl onbi r dan cap | ak sesuai dengan yang ada pada paktur) dan diti nbang
lagi. Hasil tinbangan tersebut di cocokkan dengan berat-berat seperti
yang tersebut dalam paktur, |abel-label atau berita-acara seperti
yang ternaksud pada pasal 13.
Setel ah tong-tong besi dan sebagai nya di buka, pertama-tama yang har us
diselidiki ialah keadaan dan pula |engkap tidaknya kantong-kantong
uang atau kunpul an-kunpul an uang kertas yang terdapat di dal amya.
Penghi tungan i si kant ong- kant ong dan kunpul an- kunpul an uang di | akukan
setelah hasil tinbangan dari kantong-kantong dan sebagainya itu
di bandi ngkan dengan berat-berat yang tersebut pada |abel -1abel atau
bungkusan- bungkusan at au kertas-kertas pal ang.
Tong-tong besi dan sebagainya yang diterinma dal am keadaan tidak
senpurna atau dengan tinbangan yang berl ai nan dengan paktur dan atau
| abel -1 abel harus segera di buka dan isinya dihitung terlebi h dahul u.
Jika penyelidikan dan penghitungan isi kirinman uang, sebagai mana
tersebut dalam ayat (2) selesai dilakukan dan didal amya tidak
terdapat kekurangan atau kel ebihan, maka oleh Kas Negara jumah
kiriman wuang tersebut dipertanggungkan dalam buku-kas sebagai
pener i naan.
Lenbar ke Il paktur yang telah diterima, setelah pada paktur itu
diberi keterangan tentang penerinaan dan penbukuan Kkirinan uang,
ber sana pertanggungan jawab harian, dikirinkan kepada Kantor Pengawas
Kas Negar a.
Paktor tersebut oleh Kepala Kantor Pengawas Kas Negara, setelah
di cocokkan dengan buku-kas yang bersangkutan dan ditanda-tangani
sebagai persetujuan, dikirinkan kenbali kepada Kas Negara penerinma
ki ri man uang.
Qeh Kas Negara dibuat daftar penguji penerinaan Kirinan uang nenur ut
contoh yang terlanpir (KK 40).
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Daftar penguji tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) atau rangkap 4

(enpat) nenurut Kketetapan-Kketetapan sebagai rana tersebut dal am ayat -

ayat (12) dan (13) pasal ini.

Senua lenbar daftar penguji dilanpirkan pada Pertanggungan jawab

sebagai nana tersebut dal amayat (7).

Setelah daftar penguji oleh Kepala Kantor Pengawas Kas Negara

di peri ksa dan di bubuhi tanda-tangan sebagai persetujuan, naka ol ehnya

di | akukan pengi ri man sebagai beri kut ;

a. satu lenbar kepada Kas Negara pengirim (dengan perantaraan
Kant or Pengawas Kas Negara tersebut pada b);

b. satu |lenbar kepada Kantor Pengawas Kas Negara, dalam w | ayah
nana ternmasuk Kas Negara pengirim

C. satu | enbar kepada Departenen Keuangan Jawatan Perbendaharaan
dan Kas Negara di Jakart a;

d. satu lenbar ditahan untuk dipergunakan sebagai al at
pener i ksaan.

Jika kiriman uang berasal dari Kas Negara yang ada dal am w | ayah
kantor Pengawas Kas Negara sendiri, naka pengirinman daftar penguji
tersebut pada huruf b ditiadakan.

Ji ka karena banyaknya uang atau besarnya jum ah sesuatu kirinan uang
tidak dapat selesai dihitung dal amwaktu satu hari, naka penbi ki anan
daftar penguji KK 40 dan penanda tanganan paktur sebagai penerinaan
kiriman uang ditunda sanpai pada hari penghi tungan  dapat
di sel esai kan. Dal am pada itu hasil daripada penghitungan sehari-hari
tiap kali harus di pertanggungkan dal am bukukas sebagai peneri naan.
Tong besi atau kantong terpal yang pada sesuatu hari telah dibuka,
akan tetapi penghitungannnya isinya belum dapat disel esai kan pada
hari itu juga, harus disegel kenbali, setelah dilakukan penyelidi kan
tentang banyaknya kantong-kantong uang atau kunpul an- kunpul an uang
kertas yang tertinggal didal amya.

Pasal 15
Kekur angan- kekur angan at au kel ebi han- kel ebi han uang
dal amki ri nan uang

Ji ka dal am ki ri man uang terdapat kekurangan atau kel ebi han uang, naka
tentang kekurangan atau kel ebi han itu ol eh Kas Negara penerina di buat
berita-acara nenurut contoh terlanpir (KK 33). Penbikinan dan
pengiri man berita-acara tersebut dilakukan nenurut pasal 13 ayat (3)
dan (4).

Pada berita-acara yang diperuntukkan Kas Negara pengirinman
di | anpi rkan ban-ban-kertas (pal ang), kertas-kertas bungkus, tali-tali
(dan | abel -1 abel ) yang ber sangkut an secara | engkap.

Calam hal dalam kirinman nmana terdapat kekurangan uang, maka yang
harus di pertanggungkan dalam buku kas sebagai penerinmaan adal ah
j um ah nenurut hasil perhitungan.

Kas negara pengirinman, setelah nenerinma berita-acara yang tersebut
di atas, diwgjibkan nengganti kekurangan yang ternmaksud dengan jal an
nenyetorkan dalam kasnya uang sebesar kekurangan itu dengan
nenper gunakan penyet oran (nodel KK 44).

Lang yang nenurut pendapat Kepal a Kas Negara. penerina adal ah pal su,
dianggap juga sebagai kekurangan dan dikirinkan kenbali kepada
pengi rim untuk diserahkan kepada fihak Polisi. Pengirinan kenbal i
tersebut diluar penbukuan.
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Cal am hal dalam kirinan uang terdapat kel ebi han uang, naka juntah
yang harus dipertanggungkan dal am buku kas penerina adal ah juntah
nenur ut paktur yang ber sangkut an.

Lang yang terdapat |ebi h tersebut ol eh Kas Negara penerina di serahkan
atau dikirim dengan V¢sel -Penerintah (atau dal am sanpul tercatat)
kepada Kepal a Kantor Pengawas Kas Negara (dal amw | ayah nana t er nasuk
Kas Negara pengirin), yang dapat nengenbal i kan uang kel ebihan itu
lebih lanjut ternyata, bahwa pada Kas Negara pengirim pada waktu
di adakan per si apan- per si apan untuk pengiri nan uang yang ber sangkut an,
terdapat kekurangan- kekurangan uang kas, naka uang kel ebi h- yang
ternmaksud ol eh Kepal a Kantor Pengawas Kas Negara disetorkan di Kas
Negara sebagai "Penerinaan | ain-1ain" Departenen Keuangan.

Pengganti an-pengganti an  kekurangan dalam kirinan-kirinan uang
sebagai nana ternmaksud dal amayat (3) dan pengenbal i an atau penyet or an
uang kel ebi han tersebut dal am ayat (6), ol eh Kepal a Kantor Pengawas
Kas Negara yang bersangkut an di beritahukan kepada Departenmen Keuangan
Jawat an Per bendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.

Pasal 16
Pengi ri man uang kertas Penerintah unt uk
keper | uan Bank | ndonesi a

Kas Negara diwajibkan nenberikan bantuan kepada Bank |ndonesia
ditenpat kedudukannya untuk nenyel enggarakan pengirinan uang
Peneri ntah untuk keperluan Bank | ndonesia | ain.

Uang tersebut diterima dari Bank |ndonesia dal am keadaan siap untuk
dikirinkan, yaitu dalam peti-peti dan sebagai nya yang tel ah di segel
ol eh Bank itu.

Pengiri man dil akukan kepada Kas Negara ditenpat kedudukan  Bank
| ndonesi a | ai n yang t er naksud.

Setelah kirinman uang tersebut tiba ditenpat kedudukan Kas Negara yang
bersangkut an, naka Kas Negara tersebut secepat mungki n nenyer ahkan
ki ri man uang itu kepada Bank | ndonesi a set enpat .

Peneri maan dan pengirinan uang Penerintah asal dari Bank |ndonesia
sebagai nana di maksudkan diatas oleh Kas-Kas Negara bersangkutan
di | akukan diluar penbukuan, sedang segal a biaya pengirinan dipikul
ol eh Kas-kas tersebut.

Pasal 17
Tata usaha dan pengawasan atas pengirinan
uang dan penerinaan kirinan uang

Pada tiap Kas Negara diadakan daftar untuk pencatatan pengirinan-
pengi ri man uang yang dil akukan ol ennya dan daftar untuk pencatatan
pener i naan- pener i maan ki ri man uang.

Kepal a Kantor Pengawas Kas Negara berkewaji ban nel akukan pengawasan
tentang penyel esaian senua pengiriman uang dan sermua penerinmaan
ki ri man uang yang terjadi di dal am daerahnya.

Pejabat tersebut berkewajiban pula nelakukan pengawasan terhadap
penyel esai an semua kekurangan atau kel ebi han uang yang terdapat dal am
ki ri man-kiri man uang yang ternmaksud di at as.

Juga oleh Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara pada Departenen
Keuangan dil akukan pengawasan terdapat penyel esai an kirinan-kiriman
uang dan penyel esai an kekur angan- kekurangan dan kel ebi han- kel ebi han



uang yang terdapat dal amkiri man-kirinan uang.

Pasal 18
Per sedi aan tong-tong besi dan
kant ong- kant ong t er pal

Tong-tong besi sebagai tersebut dal am pasal 4 disedi akan pada Kantor Pusat
Pengi ri man Uang di Jakarta dan kantong-kantong terpal ternaksud dal am pasal
5 disedi akan ol eh Kas-kas Negara ditenpat kedudukan Kantor Pengawasan Kas
Negar a yang ber sangkut an.

Pasal 19
Senentara tong-tong besi dan kantong-kantong terpal yang ternaksud dal am
pasal 18 belum diterima ol eh kas-kas Negara, maka pengirinan uang dapat
di | akukan seperti sedi akal a.

Pasal 20

Kepada Kepal a Jawat an Perbendaharaan dan Kas Negara di serahkan pel aksanaan
sel anjutnya dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 21
Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, menerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan kesenpatan dal am Lenbaran-Negara Republik
| ndonesi a.

O tetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 26 April 1961
Pej abat Presi den Republik I ndonesi a

Ttd.
DIUANDA

DO undangkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 1961.
Pej abat Sekteratis Negara,

Ttd.
SANTCBO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCR 7 TAHUN 1961
TENTANG

PENG R VAN UANG ANTAR KAS NEGARA



Peraturan baru nengenai pengirinman uang antar Kas-kas Negara ini
di kel varkan karena peraturan yang |lana, yaitu "Reglenent op de verzendi ng
van gelden van en naar's Lands A geneene Kassen", sebagai nana tercantum
dalam B jblad No. 6947 (Gouvernenents- besluit tanggal 2 Pebruari 1909
Nonor 18) yang tel ah di ubah dan ditanbah, tidak dapat dilaksanakan set epat -
tepat nya, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini. Lain dari pada itu,
sejak zaman pre-federal hingga sekarang ini, oleh Penerintah telah
di kel varkan  beberapa peraturan dengan naksud untuk  nenper nudah
penyel enggaraan pengiri man uang beserta tata-usahanya, peraturan-peraturan
nana pada hakekat nya nengubah ket entuan-ketentuan pokok yang termaktub
dal amperaturan | ama itu.

Berl ai nan dengan keadaan sebel um perang, naka keadaan dewasa i ni
i al ah, bahwa:
a. bahan- bahan unt uk nenyel enggar akan pengiri nan-pengiriman uang antar

Kas-kas Negara tepat nenurut bunyi peraturan |lama tersebut di atas,

di waktu sesudah perang, sukar atau tidak (selalu) dapat diperoleh

| agi .

b. penyel enggaraan pengi ri nan uang tepat nenurut peraturan | ama tersebut
nenakan waktu yang | ama dan nener| ukan tenaga yang banyak.

C. pengirinman pengirinman uang di  waktu sesudah perang tersebut,

neni ngkat banyaknya dan dal am jum ah-juntah yang jauh |ebih tinggi
dari pada sebel um per ang.

Maka dari itu dianggap sangat perlu untuk diadakan peraturan baru
yang pel aksanaannya dapat dil akukan secara praktis dan | ebi h cepat dari pada
yang sudah- sudah.

Dal am peraturan baru itu dicantunkan cara pengiriman uang yang aman
sent osa dan penyel enggar aannya ti dak nenerl| ukan waktu, tenaga dan al at - al at
yang banyak, yaitu dalamtong-tong besi atau kantong-kantong terpal besar,
hal mana berl ai nan dari pada peaturan |ama yang nenghendaki penakai an peti -
peti kayu dengan ikatan-ikatan rotan (untuk uang |ogan) dan penbungkusan
dalam Kain dan kertas bungkus (untuk uang kertas), cara-cara pengepakan
mana nener | ukan pekerjaan dan waktu yang banyak.

Juga hal pencatatan nono-nonor uang kertas yang akan dikirinkan,
dengan naksud untuk nermudahkan penyelidikan, jika msalnya terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan terhadap sesuatu kirinman uang, pencatatan nana
nenurut peraturan lanma harus dilakukan terhadap semua uang, kertas dari
pecahan Rp. 5Q- keatas hal mana diwaktu sekarang ini, kalau harus
di | akukan pengirinman sanpai beribu-ribu |enbar uang kertas dari Rp. 50, -
keatas, tidak mungkin lagi dikerjakan), dalam peraturan baru ini
di per nudah, dengan tidak nengurangi naksud dan tuj uan pencatatan nonor itu,
yaitu pencatatan nonor dilakukan hanya terhadap tiga |enbar uang kertas
dari Rp. 100, - keatas, untuk tiap kunmpul an (besar) uang kertas.

Mengenai tata-usaha terhadap pengirinan uang, dalam peraturan |ama
di t et apkan bahwa Kepal a Kas Negara penerima, tiap kali ia nenerinma kirinman
uang |ogam harus nenbuat "Berita acara keadaan luar dan "berita acara
keadaan dal am

Dal am peraturan baru ini di cantunkan pernudahan cara bekerja, yaitu
bahwa jika dalam kiriman uang (bai k yang terdiri dari uang | ogam naupun
dari uang kertas) tidak terdapat kekurangan- kekurangan, naka untuk
pernyat aan penerinmaan kirinman uang tersebut cukup dibuat daftar penguji
peneri naan kirinman uang, sedang untuk tiap pengirinman uang ol eh pengirim
di buat daftar penguji pengirinman uang.



Tent ang kel ebi han- kel ebi han yang terdapat dal am ki ri man-ki ri nan uang,
nenurut peraturan lama Kas Negara penerina (dengan tidak usah nengurus
lebih lanjut), diwgjibkan nmenyetorkan uang yang berlebi h itu dal am kasnya.
Akibat dari peraturan ini ialah, bahwa ada kenmungkinan besar, bahwa
Pereri ntah nel angsungkan sesuatu penerinaan uang yang sebetul nya bukan
nerupakan penerimaan Negara, nelai nkan uang itu (sedang) nerupakan bagi an
kas dari sesuatu Kas Negara. Berhubungan dengan itu, nmaka nenurut peraturan
baru ini segala kelebihan yang terdapat dalam kirinan uang, dikirim
terlebi h dahul u kepada Kepal a Kantor Pengawas Kas Negara dal am | i ngkungan
nana ternmasuk Kas Negara pengirim untuk diurus |ebih |anjut.

Kel ebi han uang itu dapat dikenbalikan kepada Kepala Kas Negara
pengirim jika diwaktu dilakukan persiapan-persiapan untuk pengirinman uang
yang ber sangkut an, dal am kasnya terdapat kekurangan uang.

Sebal i knya, jika tidak terdapat kekurangan-kekurangan uang, naka
kel ebi han uang itu barul ah di setorkan di Kas Negar a.

PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.
Berlainan dengan peraturan |ama, dalam nmana tidak disebut- sebut
"Centraal Remse Kantor" (Kantor Pusat Pengirinman Uang) di Jakarta,
padahal peraturan lanma itu juga berlaku terhadap kantor tersebut,
naka dal am peraturan baru ini dengan tegas dinyatakan, bahwa yang
di naksudkan dengan "Kas Negara" antara lain adalah "Kantor Pusat
Pengi ri man Uang" di Jakarta.

Pasal 2.
Qukup | el as.

Pasal 3.
Ayat (3). Penutupan kantor dengan nenpergunakan tali yang di buat dari
pohon pisang msalnya, tidak diperkenankan, karena bahan-bahan
tersebut di pandang tidak cukup kuat.
Pengi katan kantong uang tidak boleh dilakukan tepat diatas isi
kantong, karena kantong nenjadi keras, berhubung dengan nmana kain
kantong dapat pecah atau pengepakan dalam tong besi tidak dapat
di | akukan dengan senpur na.
Ayat (4). Wtuk nenghadapi kerungki nan, bahwa tang plonbir tidak
tersedi a atau rusak, naka penyegel an dapat dil akukan dengan | ak.

Pasal 4.

Ayat (1). Pengepakan kantong-kantong berisi uang |ogam dal am
peti-peti kayu pada azasnya tidak diperkenankan lagi, (karena itu
nener | ukan banyak tenaga, waktu dan alat-alat, kecuali jika tidak
(belun) tersedia tong-tong besi (lihat pasal 19).

Ayat (6). Dal am kant ong-kantong terpal itu, selainnya uang | ogam
(dalam jum ah-jumtah yang tidak besar), dapat pul a di nasukkan uang
kertas, asalkan berat tinbangan kantong terpal itu tidak nelebihi
berat tinbangan yang ternasuk dal ampasal 5 ayat (8). Ini adal ah atas
pertinbangan praktis dalam hal kiriman uang terdiri dari jun ah-
jum ah yang keci| berupa uang | ogam dan uang kert as.

Ayat (7). Pengangkatan anggota-anggota panitia dapat dilakukan
ol eh Kepal a Kantor Pengawas Kas Negara yang ber sangkut an. Q ang-orang



Pasal

Pasal

yang diangkat sebagai anggota tersebut seberapa dapat orang yang
sudah pensiun, setidak-tidaknya orang-orang yang dapat di percaya,
dapat bekerja dengan giat, nenpunyai rasa tanggung j awab dan nengerti
akan sel uk-bel uk pengirinman uang dan pekerjaan (dalam garis-garis
besar) di Kas Negara.

5.

Ayat (1) Pengikatan tiap kunpulan besar (dari 1000 |enbar atau
kurang) uang kertas ini sangat perlu, agar uang kertas diwaktu
pengangkut an jangan sanpai terlepas dari bungkusan atau ban-kertas
pal angnya.

Ayat (2). Berat ini diperlukan untuk di cocokkan dengan ti mbangan yang
di tet apkan ol eh Kas Negara penerima, sebel umdil akukan penghi t ungan.
Ayat (3). Pengepakan uang kertas dengan nenpergunakan kai n bl acu atau
linnen dan kertas bungkus, seperti nenurut peraturan |ama (sebagai
paketpos), hal rmana nenerlukan pekerjaan dan waktu yang sangat
banyak, pada azasnya tidak diperkenankan l|agi, kecuali jika tidak
(belumtersedia kantong terpal, lihat pasal 19) atau jika pengirinan
uang terdiri dari jumah-junah yang tidak besar.

Ayat (5). Pengikatan (Ke 11) dilakukan tepat diatas isi kantong, agar
isi kantong jangan sanpai terlanpau |onggar, berhubung dengan nana
kunpul an-kunpul an uang kertas (dan kantong- kantong berisi uang
| ogan) dapat nenjadi rusak di waktu pengangkut an.

Per kat aan- perkat aan "al at pengi kat |ain" yang terdapat dal am kal i mat
ke-1 dari ayat (5) adalah untuk nenghadapi kenyataan, bahwa pada
Kantor Pusat Pengiriman Uang di Jakarta kini telah dipergunakan
kant ong-kantong terpal, pada ujung kantong-kantong mana terpasang
secara tetap suatu al at penutup berupa sabuk dari kulit.

6.

Ayat (1) dan ayat (2). Dalamperaturan |ama ditetapkan bahwa sebel um
pengi ri nan uang dil akukan nonor-nonor dari semua |enbar uang kertas
dari Rp. 50 keatas harus disebutkan pada paktur yang bersangkut an.
Karena demkian itu sejak penyerahan kedaul atan tidak rmungkin | agi
di | akukan, di sebabkan banyaknya pengirinan-pengirinman uang dalam
jumah-juntah yang sangat besar terdiri dari uang kertas dari Rp.
50,- keatas, naka ditetapkan, bahwa senentara belum dikel uarkan
peraturan yang tetap (baru) nengenai pengirinan uang, uang kertas
yang nonornya harus dicatat pada paktur hanyal ah uang kertas dari
pecahan Rp. 500, - keat as.

Kenudi an ternyata, bahwa dal am prakteknya penetapan senentara itupun
sukar dijalankan dengan tidak sangat nel anbatkan pengirinman uang.
Cemkian itu ial ah berhubung dengan banyaknya pengiriman uang kertas
dari Ro. 500,- keatas yang msal nya guna penbelian padi, seringkali
terjumah berjuta-juta rupiah. Mika ol eh karena itu dan dengan tidak
nengurangi maksud dan tujuan pencatatan nonor tersebut, dalam
peraturan baru ini ditetapkan, bahwa pencatatan nonor dil akukan
terhadap uang kertas dari pecahan Rp. 100, - keatas dan dal ampada itu
pencatatan tersebut hanya terbatas pada 3 (tiga) nonor untuk tiap
kunpul an uang kertas sebagai nana t ernnaksud dal ampasal 6 ayat (1).

Pasal -pasal 7, 8, 9, 10 dan 11.

Qukup | el as.



Pasal 12.

Yang di naksudkan dal am pasal ini ialah msal nya pengirinan uang dari
sesuatu Kas Negara ke Kantor Pusat pengirinman Uang di Jakarta, yang
tidak dapat dilakukan dengan perantaraan Pos (karena banyaknya uang
yang harus dikirinkan) dan juga tidak dapat disel enggarakan dengan
kereta api (berhubung dengan hal keananan), nelainkan yang harus
di | aksanakan dengan kapal atau kapal terbang, padahal Kas Negara
pengi ri m dengan kapal atau kapal terbang tidak nenpunyai hubungan
| angsung dengan Kantor Pusat Pengirinman Uang di Jakarta.

Maka dalam hal demkian,itu pengiriman uang dilakukan dengan
perantaraan Kas Negara lain (atau Kas Negara i nduk) yang dengan kapal
atau kapal terbang nenpunyai hubungan | angsung dengan Kantor Pusat
Pengiri man Uang di Jakarta.

Pasal 13.

Ayat (3). Berlainan dengan peraturan |ama naka berita-berita
acara tentang keadaan kiriman (begitupun daftar penguji penerinaan
kiriman uang sebagai nana tersebut dal am pasal 14 dan berita acara
yang termaksud dalam pasal 15) tidak wusah dikirinkan kepada
Depart emen Keuangan (Biro | Wusan Mneter) dul u Bagi an Urusan Uang.

Pasal 14.

Ayat (1) Banyak sekali terjadi.bahwa sesuatu kirinman uang, setelah
diterina oleh Kas Negara vyang bersangkutan, berhubung dengan
banyaknya kirinan-kirinman uang yang telah diterinanya, baru dapat
di sel esai kan (di buka, diperiksa, dihitung dan sebagai nya) sesudah
bersel ang beberapa wektu, sehingga bagi Kas Negara pengirim sel ana
itu tetap nenjadi buah pertanyaan, apakah kirinman uang itu sudah
sanpai pada al anat nya dengan sel anat .

Ber hubung dengan itu naka dal am pasal tersebut ditetapkan, bahwa pada
saat kiriman uang diterina, oleh Kas Negara penerinma harus dikirim
antara | ain kepada Kas Negara pengi ri msehel ai tanda peneri naan.

Pasal 15.
Ayat (6). Berlainan dengan peraturan dahulu, bahwa sermua kel ebi han
uang yang terdapat dal amkiriman-kirinman uang harus disetorkan di Kas
Negara sebagai "Penerimaan |ain" (Departenmen Keuangan), maka dal am
ayat ini ditetapkan, bahwa harus diselidiki terlebih dahulu ol eh
Kepal a Kantor Pengawas Kas Negara ber sangkutan, apakah di Kas Negara
pengi ri mdi waktu di adakan persi apan- persi apan untuk pengirinman uang
yang bersangkutan, terdapat kekurangan uang dal am kasnya ataupun
tidak. Kelebihan uang yang termaksud baru dapat disetorkan di Kas
Negara, jika pada Kas Negara pengirimtidak terdapat kekurangan uang

kas.

Pasal - pasal 16, 17, dan 18.
Qukup Jel as.

Pasal 19.

Penesanan, penbel i an dan penbagi an tong-tong besi dan kant ong- kant ong
terpal yang nenjadi kewajiban Kantor Pusat Pengirinman Uang di Jakarta
nener | ukan waktu yang banyak. Maka dari itu, sel ama barang-barang itu
belum diterina di Kas Negara, naka pengirinan uang ol ehnya dapat
di | akukan seperti sedi akal a, artinya dapat peti-peti kayu, bungkusan-



bungkusan (sebagai paket - paket pos) dan sebagai nya.
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